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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif
ditetapkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas
dan Jaringannya;

b. bahwa agar penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) di Puskesmas dan Jaringannya berjalan dengan efektif
dan efisien perlu ada petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurut a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);



10.

11.

12,

13,

4.

ik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daemb (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 scbhogaimana telah diubah
bebernpa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedun Atns Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintmhan Daerah
(Lembaran Negars Tahun 2008 Nomar 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Namor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keunngan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 136, Tambahan
Lemharan Negara Nomar 3637);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 wenang Rumsah Salat
[Lembaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5072),

Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun [996 tentang Tenaga
RKeschatan (Lombaran Negmra Tahun 1996 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negam 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 |lentang
Pembagian Urusan Pemeriniah  Antara  Pemerintah,
Kabupaten /Kota [Lembaran Negara Tabun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemermiah Nomor 41 Tahun 2007  tentsng
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 8%, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor g Tahun 2000 ilentang
Pembentikan dan Organisasi Kementerian Negars;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunun Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014
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15. Peraturan Memtori Kesehatan Nomor
1575/ Menkea/Per/ X1/ 2005 tentang Organisasi dan  Tata

Kerjn Departemen Kesehatan sebagaimana telah dinbah
terakhir dengan Peratursn Menterli Keschatan Nomor
-’."43‘9," Menkes/Per/V1/ 2009,

16, Keputusan Menteri Kesehutan Nomor HK.03.01/160/1/2010
tentung Rencans Strategin Kementerian Kesehatan tahun
201032014

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETURJUK
TEENIS BANTUAN OPERASIONAL HESEHATAN.

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksod pada Diktum Kesatu
teriampir dalam lampiran keputusan ini

Peturguk telomis s=bagaimana dimaksud pads Diktum Kedua agar
dijadikars scunn bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinal, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihoak terkait
yang menyclenggarakon Bantuan Operasional Kesehatan,

Ditetapkan di Jakarta
pada @anggal 23 April 2010
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PETUNJUK TEENIS
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesahatan sasl Inl telah berhasil meningkatksn status kesahatan
mmmznm“mpdmmwpmmm
Kematian lbu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup menjadl 228 per 100.000
kaiahiran hidup, Angks Kamatian Say! (AKH) darl 35 pes 1000 keiahiran hidup menjadi
34 per 1000 kelahiran hidup. Selain Hu, prevalensi g kurang juga menufun darl
258% menjadi 18.4% dan Usia Harapan Hidup (UMH) meningkat darl 88,2 tahun
manjadi 70,5 tahin Hasil tersabul tidak lspas darl berbagai upays yang talah ditakukan
oleh samna pelayanan kesehatan, lermnasuk Puskesmes dan jaringannya sena UKBM
seperll Poskesdes dan Posyandu

Puskesmas dan |aringannya sebagsi sarana pelayanan kesshatan terdepan yang
bertanggung jowab di wileyah kedanya, saat inl keberadaannya sudah cukup merata.
Di sefiap kecamatan. minimal terdapat 1 Puskesmas, yang dibantu 1 Puskesmas
Pembantu (Pusty) di selisp 2 sampal 3 desa. Poskesdes juga dapat dijumpal hampir o
scfiap desa. Demikibn puls dengan Posyandu yang sast inl berjumiah lebih darl
250,000 buah di seluruh indonesia, Ke depan berbagai sarana peisyanan kesehatan ini
akan semakin ditingkatkan balk dan segl jumlah, pemerstaan, dan kualitasnya.

Walau demikian, tidak dapat dimungkirl bafhwa saat ini Juga masih ditemuban berbagal
masalah yang dihadapi cleh Puskesmas dan jarngsnnya daism upaya meningiatkan

yang masih petlu dibenahi, serta kemampuan dan keterampilan tenaga kesshatan yang
mash peru ditingkatkan, Masalah lain yang muncul adalah masih terdadinya disparitas
antar barbagai delerminan sosial ol masyarakal yang meliputl parbedaan antar wilayah,
antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat, dan determinan sosial
lainnya. Adanya masatah.-masalah terssbut tentu dapat berpengaruh pada hasil
penyelenggaraan upaya kesshatan yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas sebagal
tasliitas pelayanan kesehatan primer.



fidak sedikil puln pemerintah daerah
yang maalh sangat terbatas dalam hal aiokasi untuk biaya operasional Puskesmas di
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Berbagal upaye islah dan akan ditingkatkon baik oleh pemerintah daerah maupun
agar peran dan fungsi Puskesmas sebagnai fasilitas peiayanan
akan semakin meningkat Beberapa upaya yang telah dilakukan
selsma inl antara lain melalul upaya penempatan tenaga kesehatan strategis di dasrah
lnmpencil, pabatasan dan kepulauan, kebijakan penempatan tenaga keseshatan
uirategis di Puskesmas, peningkatan fasilitas bangunan, serta penyedisan peratatan
dan obat-obatan termasuk bahan medis habis pakal dl Puskesmas melail Dans
Alokasl Khusus (DAK) Dalam hal pembisyaan bagl pelayanan kesshatan khususnya

ayanan masyaraka! miskin, pemerintah lelah menyediakan Jaminan Kesshatan

sebagai twrunan Petunjuk Teknis i, maka pemariniah deemsh
mangembangkannyn sepanjang lidak bartentangan dengan Patunjuk Teknin int

TUJUAN BOK

1 Tujuan Umum
Meningkatnya akses dan pemeratasn pelayanan kesahaten masyambal melslui
kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang
Kesehatan dan MDGe pada tahun 2015,

2 Tujuan Khisus
a. Masyarakali memperolsh pelayanan kesehalan yang bersifal promolf dan

2
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b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat
promofif dan preventit bagl masyarakat.

¢. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

C. SASARAN BOK
Masyarakal di wilayah lena Puskesmas
0. KEBIJAKAN OFERASIONAL BOK

L

2

8

BOK merupakan bantuan pemerintab pusat kepada masyarakat melalul Puskesmas

urtuk memperoleh akses dan pemeratasn pelayanan kesehatan bersifat promotif

dan preventif,

Dana BOK yvang tersedia di Puskesmas dapal dimanfaatkan unfuk mendukung

kegiatan Puskesmas dan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu.

Dana BOK bukan merupakan dana utama, oleh karena itu pamerintah daarah tatap
_ iban menyediakan dana operasional yang tdak terbiayai melalul BOK
Dana BOK dimanfaatkan sepsnuhnya secara langsung oleh Puskesmas untuk

pelayanan kesehatan masyarakst dan tidak dijadikan sumber pendapatan

daerah sehingga tidak boieh disetorkan ke kas daerah

Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati

dalam Lokakarya Minl Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik

bulananftribulanan sesuat kondisi wilayah Puskeamas.

Satuan biaya sefiap |enis kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayal BOK

mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda), Jika belum terdapat Perda

yang mengatur hal itu, maka satuan biaya tarsabul ditetapkan melalul Peraturan
BupatiWalikota atas usulan Uinas Kesahatan Kabupatan/Kota,

Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan,
kewilayahan, efisien, dan efektf

E. PENGERTIAN

1.

Bantuan Operasiocal Keashatan (BOK)

Adalah bantusn dana darl pemerintah melalul Kementeran Keseshatan dalam
membanty pemerintahan kKabupaten dan pemerntahan kota melaksanakan
pelayanan kesehatan sesual Standar Palayanan Minimal (SPM) Kesshatan menuju
Millennium Development Goals (MDGs) dengan maningkatkan kinerja Puskesmas
dan jaringennya serta Lpaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotf dan preventif,

Bahan Kontak
Bahan yang dipakal sebagal pendekatan pada masyarakat dalam upaya promobif
dan preventif sepertl memparkenalkan pola perilaku hidup bersih dan sehal.

Biaya Transpor

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapal tempal kegiatan yang
diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya lermasuk Poskesdes dan
Posyandu baik menggunakan sarana transportasl umum atau sarana transportas

yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak.
3
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Uang Harian
Adalah uang yang dapat digunakan sebagai uang makan dan uang saku petugas.

Biaya Akomodasi

Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya menginap di penginapan
ataupun rumah penduduk dalam rangka melakukan kegiatan ke desa terpencil/sulit
dijangkau.

. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota.

. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifathya menambah aset tetap atau aset lainnya yang menberikan manfaat lebih
dari satu periode akuntansi termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan.

. MDGs

Miliennium Development Goals, yaitu komitmen global untuk mengupayakan
pencapaian delapan tujuan bersama pada tahun 2015.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya dapat digunakan uniuk upaya kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif termasuk penunjangnya, untuk membantu pencapatan
target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten/kota guna
mempercepat pencapaian target MDGs. Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana
BOK meliputi:

A. UPAYA KESEHATAN

Upaya kesehatan yang dibiayai dari dana BOK adalah:

oA wh =

. Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana
Imunisasi

Gizi

Promosi Kesehatan

Kesehatan Lingkungan

Pengendalian Penyakit

Berbagai |enis pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan yang bersifat promotif dan
preventif dari upaya kesehatan di atas yang dapat dibiayai darl dana BOK meliputi:
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Sekolah)
4.  Sweepingfkunjungan rumah/Back Log Fighting
5. Penyuluhan
6. Pengambilan vaksin dan logistik lainnya.
7. Pelacakan kasus diduga KIPI
Perbaikan Pelayanan gizi 1. Operasional Posyandu (pemantauan
Gizi penimbangan balita, pemberian vitamin A Balita)
2. Surveilans dan pelacakan gizi buruk
3.  Sweseping/kunjungan rumah
4. Penyuiuhan gizi
8.  Pemantauan garam beryodium
6. PMT penyuluhan
7. Penggerakan Kadarzi
8. Penggerakan AS| eksklusif
Penanggulangan gizi 1. Kunjungan/pendampingan
kurang dan gizi buruk
serla ibu hamil KEK
Pengendalian Penemuan kasus penyakit | 1. Pelayanan di Posyandu
Penyakit dan tala laksana 2. Kunjungan rumah
3. Pelacakan di lapangan
4.  Kunjungan drop out obat
6. Penyuluhan
Penyelidikan epidemiclogl/ | 1. Kunjungan rumahflapangan
penanggulangan KLB 2. Penemuan kasus non Poliao AFP
3. Pengambilan spesimen
Pelacakan kasus kontak 1. Kunjungan rumah
2. Pengambilan spesimen
Penyelidikan vekior 1. Kunjungan lapangan
Pemberantasan vektor 1. Kunjungan lapangan dalam rangka
pemberantasan vektor
Kesehatan Pemeriksaan air bersih 1. Pendataan
lingkungan dan kualitas air minum 2. Penyuiuhan
3. Pemantauan
4.  Kunjungan lapangan
Pemeriksaan sanitasl 1. Pendataan
dasar 2. Kunjungan lapangan
- Jamban sehal 3. Penyuluhan
- Rumah sehat 4. Pemantauan
- Tempat-Tempat Umum
(TTU)
- Tempat Pengolah
Makanan
- Sekalah
Promaosl Rumah tangga ber-PHBS 1. Pendataan
Kesehatan 2. Penyuluhan kelompaok
3.  Kunjungan rumah
4, Pembinaan Gerakan Masyarakat
5. Pementauan
Pembinaan Desa Siaga 1. Pendataan
dan UKBM 2. Penyuluhan kelompok
3. Pembinaan/ penyelenggaraan Forum
Masyarakat Desa (menjamin terlaksananya
SMD dan MMD)
4. Pembinaan UKEM
5. Pemantauan

O




B. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMAS

Untuk dapal terselenggaranya peiayanan kesehatan promotif dan preventii secara
optimal, tepat sasamn, efesien, dan efekdif partu dilaksanakan manajemen Puskesmas

yang mancakup:

1l

Perencanaan tingkat Puskssmas (P1)
Parencanaan yang dimaksud dalam hal inl bahwa Puskesmas sebelum
melaksanakan keglatan harus menyusun farlebib dahulu petencannan keglatan
dan prevent! selama satu tahun yang akan disslenggarskan oleh
dan jaringannya lermasuk Poskesdes dan Posyandu Perencanaan
mdﬂnmﬁnh:nnmﬁpﬂﬁbﬂbﬂpﬂmlrlhmhnhm
kesehatan, dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadl tanggung
mnmmmmmmwmnmm
i mﬁﬂ e
dana BOK

Panggerakan Pelaksanzan (P2)

Penggerakan pelsissnasn pads dasamya adalsh sustu rangkaian proses kegiatan
yang dimulai darl penyusunan perencansan, pelaksanaan pembinaan/supervisi
serta evalussi hasil yang telah disusun dalem sustu perode bulanan atau
tribulanan (bergantung pada kondisl deecsh setempst), DI Puskesmas kagiatan inl
dikenal dengan istilah Lokakarya Minl Puskesmas.

Lokakarya Mini Puskesmas adaish suatu forum pertemuan yang dilkuti oleh

petugas Puskesmas dan janngannya termasuk Poskesdes, atau pada kondial

tertentu dapal mengundang Nnims sakior seperll Kecamatan, Kepala

Desa/Melurahan, PKK termasuk unsur fokoh masyarakat Pada Lokakarya Minl

Puskesmas dilakukan pembahasan mengenai

a Penyusunan Perencanaan Bulanan yang merupakan bagian dan perencanaan
tahunan yang lelah disusun pads awal tahun dan akan dilaksanakan pada
bulan tersebul Perencanasn bulanan Ini lebih dikenal dengan Plan of Aclion
(POA) atau Rencana Pelaksansan Kagistsn (RPK) bulsnan, yang minimal
bermikan tentang jenis kegiatan yang akan diaksanakan, sasaran, targel,
lokasi, palaksana, dan

b mmunquunwmmm Karena dalam Lokakarya Minl yang
dibahns sdalah kegiatan yang akan dilaksanakan, maks laporan yang dibahas
ndalah lapomn kegtan yang sudah dileksanakan ataw laporan  bulan
sebelumnya. Rekapitulesl laporan hasil kegiatan tersebut disusun laporan
bulanan kegiatan sesual dengan format yang sudah ada daiam SP2TP atau
SP3 sinu formal lain yang beriaku di wilsyah tersebut Hasil rekapitulssi
faporan bulanan tessebut kemudian dievaiuasi dengan membandingkan antarn
hasii pencapaian dibandingkan dengan target sehingga dapat dinilai fingkal
keberhasilan kegmtan (cakupan keglatan). Dalam melaksanakan evaluas juga
dilskukan analisis saderhana tingka! keberhasiian termasuk analisis masalah
dan penyebabnya serta langkah-angkah pamecalnn masalah dan dukungan
fintas sekdor teskat.

Agar mudah dimengerti oleh semus pstugss lermasuk pessna lintas sektor,
maka hasil pencapalan kegiatan di Puskesmas secara umum dipaparkan
dalam bentuk grafiktabal. atau dikenal dengan Peamantauan Wilayah Setempat
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(PWS). Di Puskesmas sudah dikenal beberapa PWS, antara lain PWS KIA,
PWS Imunisasi, PWS Gizi, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun
dalam forum Lokakarya Mini Puskemas dan mengetahui apakah perencanaan
yang disusun sudah dilaksanakan dengan tepat, maka dilakukan kegiatan
pembinaan dan supervisi oleh Kepala Puskesmas dan atau petugas yang
ditetapkan sebagai pembina wilayah.

3. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)
a. Pengawasan dan pengendalian

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan apakah sudah ada kesesuaian
dengan aturan, petunjuk teknis, sesuai dengan perencanaan, seria sesuai
dengan prinsip transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan dan
pengendalian. Khusus pengawasan dapat dilakukan baik secara internal oleh
Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun
secara eksternal oieh masyarakat. Hal ini untuk mencegah terjadinya
penyimpangan sehingga tujuan kegiatan akan tercapai. Demikian pula halnya
dengan aspek pengendalian. Dalam upaya mewujudkan keberhasilan optimal
maka dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Puskesmas
dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Penilaian

Penilaian sebagai bagian dari instrumen manajemen Puskesmas adalah
penilaian kinerja Puskesmas. Unsur yang akan dilakukan penilaian adalah
komponen pelaksanaan pelayanan kesehatan upaya kesehatan wajib dan
upaya kesehatan pilihan, pencapaian berupa cakupan-cakupan seluruh
kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas di dalam maupun di luar gedung
dalam periode satu tahun. Komponen manajemen Puskesmas berupa penilaian
terhadap proses penyusunan rencana, pelaksanaan Lokakarya Mini dan
pelaksanaan penilaian kinerja termasuk penilaian terhadap ketersediaan
sumber daya (SDM, alat kesehatan, obat, vaksin, pembiayaan, dan lain-lain)
dan komponen mutu pelayanan berupa penilaian terhadap sumber daya dan
proses pelayanan sesuai standar serta memberi kepuasan kepada pengguna
jasa.

Penilaian kinerja Puskesmas dilakukan oleh Puskesmas sendiri (self
assessmenf) yang hasilnya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Hasil penilaian periode satu tahun tersebut dapat dipakai untuk menyusun
perencanaan pada periode tahun berikutnya termasuk kebutuhan sumber
dayanya.



C. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

Keberhasifan pelaksanasan kegiatan bersifat promotif dan preventif dalam upays
kesehatan dan manajemnen Puskasmas perlu didukung cleh ketersediaan:

a2 Bahan kontak

b. Paisthan kader

¢ Pemeiihaman ookl chiawn termesuk pembelian bahan bakar minvyak

4 PMT pemyuluhan

. PEMBIAYAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

BOK merupakan bantuan pemerintah pusal kepada masyarakal malalul Puskesmas uniuk
memparoleh akses dan pemerataan palayanan kesehatan bersifal promotif dan praventil.

A MEKANISME PEMBIAYAAN
1 Sumber Dana
Dana untuk Kegiatan BOK bersumber dan APEN Kementerian Kesehatan.
2. Alokasi Dana

Abkasl dana BOK per kabupaten/kota dietapkan melakd Meputusan Menteri
Kesshatan Selanjuinya Kepsla Dinns Kesshatan Kabupaten®ota menstaplan
slokasi dana HOK tap Puskesmas di dasrahnya, dangan memperimbanglan
bertagal rondisl setinp Puskesmas antara lain

a. Luss wilsyah hevjs dan kondisl geografis Puskesmas

b. Jumiah perciuduk di wilaysh keria Puskeamas

£. Jumiah lenaga kesehatan di Puskesmas

d  HKondisi infrastrukiur (jalan, sarsns transportasl)

& Tingkat kemahalan di witaysh satempat

f Penyoerapan anggaran yang ada
g Faktortaktor lain sesuai kondisi iokal

3. Penerima Dana

memﬂﬂmmﬁMWMMHnnhh

Dana BOK untuk Puskesmm cisalurkan dengan mekanisrms sebagal berikut:

a. Dinas Kesshatan Kabupaten/Mota gkan menenima pemberitahuan  dan
Kernentorion Kesehatan mendanal Mokasl dana fiap kaoupatenikota dan pihak
yang ditstagkan untuk menyalurkan dana BOK ke Puskesmas

ketiga
b Kepals Dines Kesehatan Kabupalen/Kota menebithan Sutst Keputusan mntang
Puskesmas penarima dana BOK, besaran alokasl dana BOK tap Puskeasmas,

9



¢ Setelah pihak ketiga sebagai psnyalur dana BOK menarma SK Kabupaten/iota
dari Tim Pengelols BOK fingkat Pusal, maks pihak ketigs tersebul segera
menarbitikan redaning dan menyalurkan dana BOK ke nomor rekaning
tmrsebut dan membantahukan kepada Dinas Kesahatan Kabupaten®ola bahws
dans BOK telah masuk ka rekening tap-tlap Puskesmas dan dapat

é

d Bia dipandang perlu. penyaluran dana BOK ke Puskesmas oleh Tim Pengeiola
tingkat Pusal dapat dilukukan dalam beberapa tahap.

2 Puskesmas tidak diperbolehksn memindahkan dana BOK ke rekening salain
yang dibuka unuk menempung dana BOK.

f Bunga akibat adanya dana di rekening penampung BOK Puskesmas, harus
disator ke Kas Negara pads aknhir tahun.

Pencairan Dana BOK

Pancairan dana BOK dar rekening Puskesmas untuk kegiatan Puskesmas yang

akan dibiayal dana BOK hares mengikuti prosedur berikut:

a. Puskesmas membuat Rencana Paisksanaan Kegiatan (RPK)Plan Of Action
(POA) yang teiah dibahas dalam forum Lokakarya Minl dan melampirkan slip

uang.
b. RPH/POA temebul. Punkeamas meminta persetujuan pancalran
Kabupaten/Kota

kegiatan
mmumgmmmmmmanu
Kabupaten/Kota. Verifikasi cleh Tim Pengelola BOK Kabupaten/®ota melipufi:
1. Mengecek lnporan hasil cakupan kegiatan
2. Mengecek laporan pemanfastan dana,
3. Mancocokkan kesesusian laporan darl Puskesmas dengan RPK/FPOA.
4. Melakukan kunjungan ke lapangan secam acak ‘orhadap laporan darnl
Puskesrmas bila diperiukan
e. Pada kondisl kebutuhan dana unfuk kegiatan ssbelumnya tidak mencukupl,
Puskesmas dapal mengajukan pencairan dana tambahan dengan tetap meminta
persefujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/ota,

pelayanan kesshatan maupun pertemuan manajemen
o Operasional Posyaridu (transpor, ATK)
d. Operasional Poskesdes (transpor, ATK, fotokopl, rapat-rapat di Desa/Kelurahan)
@. Pambeaiian bahan kontak
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Uang penginapan bila diperdukan sesual peraturan yang beraku (untuk desa
tarpanciiisulit dijsngkau)
I, Uang harian bila diperiukan sesuai peraturan yang bedaku (untuk dess

terpencilfaulll dijangkau)
|, Pembelian bahan PMT Penyuluhan

Pada kondisi terteriu dimana terdapat Puskesmas yang kekurangan dana dan
Puskesmas lain kelebihan dana, maka Kepala Dinas Kesshatan Mabupaten/Mota
dapal malakukan realckasi dana andar Puskesmas dalam wilayah satu

kabupaten/kota tersebul.
5. Satuan Blaya BOK

Satuan biaya kegiatan bersumber dana BOK mengacu pads satuan blaya yang
ditetapkan melabs Pemturan Oaermh (Perda) Apabila tdak ada Perda yang
mengatur hal tersebul. makn Kepala Dinas Kesehatan

mengusulkan kepada BupstWallkots untuk ditetapkan melalul Surat usan
BupatiWalikota

. Ponatausahaan Dana BOK
Langkah-langkah psnatausahann dans BOK adalah sebagal barikut
a. Kepala Puskesmas mengusulkan seorang pegewai di Puskesmas fersebut

sebagai Bendaham Pengeluaman Pembantu (BPP) yang ditetapkan dengan sutat
keputusan Kepais Dinas Kesehstan Ksbupaten/Kota.

satelah memperoleh lzin Kepala nlnnhﬂnlm Kabupaten/Kota
f. Penerms dans kegiatan di Puskesmas bertanggungjawab menyerahkan bukn
pamanfaatan dana sesual ketentuan kepada Bendahara

L1
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m geluaran serta melakukan pemungutan dan penyetoran pajak [PPN 10%
dan PPh Pasal 22 (1,5%))
. Pembukuan BPP terdil darl:
- Buku Kas Umum (BKU). (lampiran 2§
«  Bulw Pembantu lainnya (Buku Bank, Buku Pajak, dil). (lampiran 3
- Getmp skhw bulan Kepala Puskeamas wajlb melakukon pemaeriksann
pembukuan yang diakukan BPP yang dicatat dalam Berta Acara
Pameriksnan Kas, (lampiran 4)
- Bunga Bank/Jasa Giro di Puskesmas wajib disetor ke Rekening Kas Negara
pada akhir tahun,

. Parmanggungjawaban Dana BOK

Blontuk dalarn pemanfaatan dan pelsksanasn kegiatan dana
BOK di adatah sebagai berikut
n Transport petugas kesehatan ke lapangan, bentuk

berupa; huilansibukdl porenmaan TRNAPONTGUAYE  pembeiian dan surm

tugas.
b Unluk perugas kesehalan yang melakukan pedalanan ke desa terpsnoil/sufit
dijangkau, bukt! pertanggung jswabannya berupa Kultans! dangan lampiran:
1. Hncian baya, yang terdirl dan:
o Uang hadian
b. Uang franspor lokal
¢  Uang pengnapan
d. Nial pemyatzan il
Z Surat Tugan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas
3. SPPD datang dan pergl yang ditmndatangani olah ;
a Kepala Desa/Mepala Dusun/Lurah  (unfuk  kunjungan ke
desaidusurvkelyrahan)
b. Kepala Puskesmas (untuk kunjungan ke Puskesmas)
4. Pemyataan Riil ditandaiangani oleh petugms  yang melakukan
peialanan bils ada dokurmen bukti pengelunrannys
5 Laporan Dinas

& m pengaandaan materl dan pembeallan bahan kontak dibuktican dengan
kultansi, fakturbon toko/pembelan, atay buktl lginnya (untuk buktl kuitans
pmhlhdlnhnﬁplsﬂmn sfid Rp 1.000.000,- barmateral Rp 3.000.- dan
pembaellan i atas Rp 1.000,000 - bermateral Rp 6.000,-) Uniuk pembetarjaan
dengan nilal d! atas Rp 1.000.000 dikenakan purigutan pagak PPn 10% dan PPh
1,5%.

id



V.

kesatuan antara pusat provinsi kabupatenfkota dan Puskesmas Pengorganizasian
manajemen BOK pada setiap tingkat administrasi pemarintahan 1erdiri dari Tim Koordinas
BOK dan Tim Pengsiola BOK Khusus untuk tingkat Puskeamas, tidak ada tim koordinasi,
hamya ada Tim Pengalota BOK

Susunan pengorganisasian adalah ssbagai berikut:
1. TIM KOORDINASI BOK
a. Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat

Mantert Kesshatan membentuk Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat terdin dan
Palindung, Katua, Sakradars dan Anggota Tim Koardinasi barsifal Intas saktor
teikalt, dikefuai oleh Sekretaris Utama Kementerian Koordinas Kessjahleraan
Rakyat dengan anggota terdin dan Pejabat Eselon | Kamenterian terkait dan
unsur lainnya

Tugas Tim Koordinasl BOK Tingkat Pusat:

1. Menentukan strateg dan kebijakan nasional pelaksanaen BOK.
2 Meiskukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan BOK socam
nasional.

3. Menjadi fasitator lintas sekior ingkat pusat dan deerh.
4. Memberikan arahan ontuk efisiensi dan efekbvites pelaksanaan BOK

Struktur Tim Koordinas| BOK Tingkat Pusat:

Pelindung " Mentan Kesshatan

Ketua - Sekretarn Utama Kemenko Kesa
Sekretaris Sekretariy Jendersl Kemenkes
Anggota

. Komisl IX DFH R

Dirjen BAKD Kemendagr

Dirjen Perbendahanan Kemankeu

Dirjen aran Kemenkeu

Deputi Bidang SDM dan Kebudayasn Bappenan
Dirjen Bina Kesohatan Masyarakat Kemonkes
Dirjan PZPL Kemankas

m:hkguumi Bidang Pembiayman dan Pemberdayaan Masyarakat

BADRE LN



MENTER! KESEHATAM
REPUBLIK INDONESIA
9. Irjen Kemenkes
10.Kepala Badan Litbang Kemenkes

. Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi

Gubernur membentuk Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi terdiri dari
Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor
terkait dalam pelaksanaan BOK, diketuai oleh Sekretaris Provinsi dengan
anggota terdiri dari Pejabat terkait.

Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi:

1. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan BOK tingkat provinsi.

2. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan BOK sesuai kebijakan nasional.

3. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan BOK di tingkat
provinsi.

4, Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi:

Pelindung : Gubernur

Ketua : Sekretaris Provinsi
Sekretaris : Kepala Dinkes Provinsi
Anggota

1. Kepala Bappeda Provinsi

2. Ketua Komisi DPRD Provinsi yang membidangi Kesehatan
3. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi

4. Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

. Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/Kota terdiri
dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas
sektor terkait dalam pelaksanaan BOK, diketuai oleh Sekretaris Kabupaten/Kota
dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/ Kota:

1. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan BOK tingkat
kabupaten/kota.

2. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan BOK sesuai kebijakan nasional.

3. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan BOK di tingkat
kabupaten/ kota.

4. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas.

Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/Kota:

Pelindung : BupatiMValikota
Ketua : Sekretaris Kabupaten/Kota
Sekretaris : Kepala Dinkes Kabupaten/Kota
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2. Ketua Komisl DPRD Kabupaten/Kota yang membidangl Kesahalan
3 mmmmmmmm

4, Lintas sektor terkalt sesual kebutu

Z TIM PENGELOLA BOK

Tim Pengelola bersifat lintas program di Kementerian Kesahatan/Dinas Kesehatan
ProvinsiDinug Kesshatan Kabupater/Kota dan Puskesmas

a. Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat

Menter Kesshatan membentuk Tim Pengelola BOK Pusal terdin  dari
Pananggung Jawab, Pengarah, Pelaksana dan Sekretarial.

Pananggung jawab sdainh Menteri Kesshatan, sedangkan pengarah terdif dan
peiabat eselon | diketum oleh Sekretinks Jenderal Kementetian Kesehatan,

Pelaksana terditl dorl ketus, wakil ketus, sekretaris dan anggota yang
merupakan pejabal esslon | dan || Kementenan Kesehatan, yang akan
ditetapkan oleh Menier Kesohatan

Sekretatiat terdin dar ketua, sekretans dan anggola yang merupakan pejabai
eselon ||, eselon IH dan IV, yang akan dietapkan okeh Menter Kesehatan

Tugas Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat adslah:

1. Menetspkan alokas| dana BOK lisp kabupatenkots
2. Meanyalurkan dana BOK dl Puskesmas

3 Melakukan penylusunan, penggandaan dan pandistribusian buku Pstunjuk
Teknis Penggunaan BOK

4. Melakukan sosialisas| BOK tingkat nasional

5. Melatih tim pengslola BOK tingkat pusat dan provins

6. Melakukan koordinasl dan evaluasl dalam pelaksanann BOK

7. Manyusun laporan pencairan dan panyaluran dana BOK ke kabupaten/kota

b, Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi

Kepala Dinsa Kesehatan Provinsi membentuk Tim Pengelola BOK Tingkal
Provinsl yang terdiri dari 1 (sstu) orang penanggung jowab yang dijabat oleh
Kapala Dinas Kesshatan Provingl, 1 [satu) orang sekretaris, dan 2 (dua) omng
yang menangani teknis program dan administrasi keuangan

Tugas Tim Pengelela BOK Tingkat Provinsi adalah:
1. Melakukan sosialisasl BOK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Meiatih im pengeiola BOK fingkat kabupaten/ kota
d. Melakukan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan BOK
15
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Menyusun laporan dan menyampaikan ke Tim Pengelola BOK tingkat Pusat
Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional Puskesmas dan
manajemen BOK dari sumber APBD.

o~

c. Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengelola BOK
tingkat Kabupaten/Kota yang terdin dari 1 (satu) orang penanggungjawab yang
dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 1 (satu) orang sekretaris,
dan 2 (dua) orang yang menangani teknis program dan administrasi keuangan.

Tugas Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/ Kota adalah:

1. Menetapkan alokasi dana untuk setiap Puskesmas berdasarkan masalah
kesehatan, situasi dan kondisi wilayah kerja Puskesmas yang ditetapkan
melalui SK Kepaia Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2. Mengirimkan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang alokasi dana per

Puskesmas ke Tim Pengelola BOK Pusat dengan tembusan Tim Pengelola

BOK Tingkat Provinsi dan pihak yang ditetapkan untuk penyaluran dana,

Melakukan sosialisasi BOK tingkat kabupaten/ kota.

Melakukan pelatihan manajemen BOK kepada Puskesmas.

Melakukan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan BOK.

Mengumpulkan data dan laporan dari Puskesmas.

Melakukan verifikasi kegiatan yang didanai BOK.

Melaporkan pemanfaatan dana BOK ke Tim Pengelola BOK tingkat Provinsi,

namun dapat dikirimkan langsung ke Tim Pengelola BOK Pusat.

9. Melaporkan hasil cakupan kegiatan ke Tim Pengelola BOK tingkat Provinsi.

10.Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional Puskesmas dan
manajemen BOK dari sumber APBD.

@ NG bW

d. Tim Pengelola BOK Puskesmas

Kepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOK Puskesmas dengan struktur
sebagai berikut:

Kepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOK Puskesmas yang terdiri dari
1 (satu) orang penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Puskesmas, 1 (satu)
orang sekretaris, dan 2 (dua) orang yang menangani feknis program dan
administrasi keuangan,

Tugas Tim Pengelola BOK Puskesmas:

1. Soslalisasi kegiatan BOK tingkat Puskesmas.

2. Mengelola dana BOK sesuai dengan petunjuk teknis secara bertanggung
jawab dan transparan.

3. Melaporkan hasil cakupan kegiatan darn penggunaan dana BOK kepada Tim
Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota.
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V. INDIKATOR KEBERHASILAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN
A. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengetahul kebarhasilan BOK dl Puskesmas dilstapkan indikator kebarhasilan
yang mefiputi:

Indikator input Parsentase Puskesmas yang menerima dana BOK (100%)

indikator Proses P;whlhﬂimlmmhm" Lokakarya Mini
( )

indikator Output Persentase penyempan dana BOK di Puskesmas (100%)

. Cakupan pelayanan anak balita  80%

Cakupan balita gizl buruk mendapai perawatan 100%

Cakupan pamberan makanan pendamping AS| pada

anak 6-24 bulan dan keluarga miskin 100%

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa 5D dan
setingkat 100%

12. Cakupan peserta KB aktil 7T0%

13 Cakupsn penamuan dan penanganan pendertta
peryakit 100%

14, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakal
miskin 100%

T
2
§
g

B, PENCATATAN

Semun kegintan yang diiakssnakan dan dibiaysi dar dena BOK hans dicatal dalam
buku pencatatan yang disediakan

1. Pencatatan hasil kegiatan

Hasll kegiaian harian yang dilaksanakan olsh Puskssmas dan jaringannya
dicatai dalam buku regisier yang sudah ada aisu menggunakan Dubkuy
pencatatan kegiatan lam.

Cantoh:

Pelayanan kesehatan ibu menggunakan buku kohort by

Imunisasi dicatat dalam buku register Imunisasi

Penimbangan dicatal dalam buku register gizifpenimbangan

Pelayanan kesehatan bayi dicatat dalam buku register bay

Dub.
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Pangisian Format Pelaporan

Hasil rekapitulasl beberapa kegiatan Puskesmas dan jatingannya termasui
Poskesdes dan Pos yandu untuk menilsl indikator SPM dan penyerapan

a. Tingkat Puskeamas
1. Formal 1. Laporan Hasil Kegiatan BOK dl Puskesmas (lampiran 5)
2 Formal 22 Laporan Pencairan dan Pemanfastan Cana BOK  di
Puskesmas (lamgiran 6)

b. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Formmat X Loporan Rekapitulasi Analiste Hasll Kegiatan BOK di
Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran 7)

2. Format 4 Laporan Rekapitulasi Pencairan dan Pemantaatan Dana
EﬂKdrThghmltlbupuhwl(ohﬂump.fmﬂ;

e, ‘I'Inglt.llﬂmlml
Format 6§ Laporan Rekapiulasi Analisis Hasll Kegiatan BOK di
Tingkat Provinal (larpiran 9)
2 Formmt @ Laporan Rekapitulasi Pencairan dan Pemanfaatan Dana
BOK di Tingkat Provinal (lamgpiran 10)
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Cakupan indikator SPM hasil pelayanan kesehatan dihitung menggunakan
rumus:

Rumus perhitungan cakupan:

Hasil kegiatan

X 100 %
Jumlah sasaran

Jumlah sasaran :

1. Menggunakan data proyeksi apabila data sasaran diperkirakan akan secara terus-
menerus bertambah seliap bulannya (conteh ibu hamii, ibu bersalin, ibu nifas,
neonatus, bayi dan balita)

2. Menggunakan data riil apabila sasaran tersebut sudah jelas dan nyata (contoh jumlah
rumah tangga/keluarga, jumlah anak sekolah)

Mekanisme Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan kegiatan yang dibiayai dari dana BOK dilakukan secara

berjenjang mengikuti mekanisme sebagai berikut:

a. Rekapitulasi laporan Puskesmas dikinmkan ke Kabupaten/Kota selanjutnya
dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota

b. Hasil rekapitulasi Kabupaten/Kota yang merupakan rekapitulasi seluruh
laporan dari Puskesmas di kirim ke Provinsi dan dilakukan rekapitulasi di
tingkat Provinsi

c. Hasil rekapitulasi tingkat Provinsi yang merupakan rekapitulasi seluruh
Kabupaten/Kota dikirim ke Tim Pengelola Tingkat Pusat

Pemanfaatan Pelaporan

Laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BOK di
Puskesmas dan jaringannya pada dasarnya dimanfaatkan oleh Puskesmas
untuk menilai keberhasilan program kesehatan di wilayah kerjanya. Evaluasi
hasil serta analisisnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan
Puskesmas, masalah dan kendala rencana pemecahan masalahnya serta
dukungan sumber daya.

Di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat, laporan dari Puskesmas terbatas
pada indikator SPM dan penyerapan anggaran yang akan dimanfaatkan untuk
menilai pencapaian target SPM suatu Kabupaten/Kota dan untuk mengetahui
kebutuhan dana untuk pencapaian SPM yang riil.

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL. KESEHATAN PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Blek B Lantai VIl Ruang 810
Jin. HR Rasuna Said Blok X Kav 4-9 Jakarta Selatan
Telepon 021-5221225, 5221226
Fax 021-5203116
E-mail: bok.kemkes@yahoo.com
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Vi. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A PEMBINAAN

Pembinaan oleh Tim Pengslata BOK di setiap tingkat (Pusal, Provinsi, Kabupaten/Kota)
ditujukan agar dana BOK dapal dimanfaatksn secara sfekiil dan efislen uniuk

pencapaian tujusn sshingga dapal mamberikan hasil seoptimal mungkin

1. Pembinaan cleh Tim Pengelota BOK Kabupaten/®ota
Blbﬁlplhlmmdmpnmmmwmm
PungnHlBUKK:bimfmﬂu

. Pambinaan dilakukan sscara berkaln

b Pambinaan Puskesmas oleh Tim Pangelola BOK Kabupaten/Kota dilakukan
lerhadap Rspek teknis kegintan dan administrasi.

& Pembinsan dilakukan mulal dari penyusunan RPK/POA dan penggerakkan-
pelaksanaan kegiatan BOK

d Pembinaan dapal dilakukan melalul kunjungan lapangan secam acak untuk
pembuktian aporan Puskesmas.

& Pembinean dapat dilskukan melakd peremuan koordinasl di  lingkst
Kabupaten/Mola dangan mengundang Puskesmas

2. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Provins! dan Pussat
Prinsip pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Provinsl dan Pusal pada dasamya
sama dengan pembirnaan dan pengawasan yang dilakukan Tim Pengelola BOK

PEMBINAAMN DAN PENGAWASAN
{ F“Mﬂmwwmmmmm

wang apabits Puskesmas belurmt mengirm Laporan Keglatan maksimal 7O % darl dana yang

Tim Pangaicia Dinas Kanahwian Kabupsten/ola daps? lidak memben rokemendssi pencairan
totah ikimmkan ‘




B. PENGAWASAN

Keglatan pangawasan adalah kegiatan yang bertujusn untuk mengurang dan/atau
menghindari

masalah yang berhubungan dengan penyalshgunaan wewenang.

kebocoran dan pemborosan keuangan negara, punguinn liar, aleu benfuk
penyelewengan lainnya

Pengawasan kegiatan BOK melipull pengawasan melekal (Waskal), pengawasan
fungsional intemal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat

1.

Pengawasan melekat sdalah pengawasan yang dilakuksn oleh pimpinan
masing-masing instensl kepada bawshannys balk o Hingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota, maupun puskesmas

Pangawasan Fungsional Internal

instanal pengawas fungsionsl Kegiatan BOK secara imomal adalah inspekiorat
Jenderal Mementenan Kssshatan dan BPHP Instans| ini juga bertanggung

yang akan disudil isrhadsp pemanfaatan dana BOK

Pangawanan Eksternal

Instansi pengawas ekstemal kegiatan BOK adalah pangawasan fungsional yang
dilakukan olah Tim Audit yang berwanang, yaitu BPK Irulnmlh'rli*unl
bertanggung jawab untuk audll sesuai dengan kebutuhan atau

permintaan instansi yang akan disudll lerhadap pelaksanaan dan pemanfastan
dana BOK.

Pengawasan Masyarakat

mmummmmmmnmm
diswasl oleh unsur masyarakatl (LSM). Unsur masyarakat tersabul melakukan
pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan  Megistan BOK di
Puskesmas. namun tdak melakukan audit  Apabils terdapat  indikasd

penyimpangan dalam pengelolaan BOK, masyarakal dapat meminta penjetasan
kapada Dinas Kesshatan dan Puskesmas.

VIL. PENUTUP

Potunjuk teknis Ini disusun untuk menjadi scuan yang diperuksn bagl pelaksanaan
penggunaan dana BOK,

Dengan adanya dana BOK diharapkan dapal meningkatksn akses dan pemerataan
pelayanan kesehatan pada masyarakal, dalam upaya melsksanakan SPM guna

pencapaian MDGs

Puskeamas dan jaringannya dinarapkan lebin mampu malaksanakan fungsinya menangani
perbagai masalah kesehatan dengan menyusun perencanasn Puskesmas di seluruh
wilayah kedanya secar komprehensil serta mengutamakan upaya promotif dan preventif,
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temasuk bagi masyorakat miskin, dalam kendall manajemen Dinas Kesshatan
Kabupaten/ota,

Kepals Dinas Mesehatan Kabupuaten/Kots bertanggung jawab dalam pembinasn dan
ditmrapkan pambinaan dilakukan secara periodlk sehingge program ini berjalan sesual
dangan huuan.

Apabila di kemudian har dipstiukan adanya perubahan pada petunjuk leknis inl, maia
akun dilakuken penyempumaan pada penyusunan petunjul tekns selanjutnys.



